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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi di era digital
yang memberikan kemudahan dalam pengaksesan internet bagi seluruh masyarakat
Indonesia dan melihat banyaknya kajadian kasus tindak kekerasan pada anak di
ranah daring. Pada awal maret 2023 UNICEF sedang melaksanakan program terkait
pencegahan dan respon terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak di
ranah daring (OCSEA/ Online Child Sexual Exploitation and Abuse). Program ini
dilatarbelakangi pada banyaknya anak yang mengakses internet dan media sosial,
tetapi banyak yang tidak tau resiko yang dihadapinya.

Fokus penelitian tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam
menangani Kasus Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) adalah:
1) Bagaimana pelaksanaan program SETARA-OCSEA di Kabupaten Trenggalek?;
2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan dan eksploitasi
seksual pada anak di ranah daring (OCSEA) dalam Konvensi Hak Anak dan Hukum
Islam?.

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dan
jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif serta melalui
pendekatan data empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa pengamatan/observasi, wawancara mendalam atau penelaah
dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction),
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik
pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan,
trianggulasi dan diskusi teman sejawat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan program
SETARA-OCSEA Kabupaten Trenggalek terdapat pelatihan-pelatihan terhadap
fasilitator masyarakat, forum komunitas anak Trenggalek (FOKAT), setelah
pelatihan mereka membuat rencana tindak lanjut (RTL) sosialisasi terkait isu ocsea
dan juga ada workshop untuk penyedia layanan di Kabupaten Trenggalek seperti
Dinas P3A, Dinas Kesehatan, Kepolisan, LBH dan instansi terkait. 2) Perlindungan
hukum terhadap kasus OCSEA sudah diatur melalui perjanjian-perjanjian
Internasional, khususnya tentang Konvensi Hak-hak Anak. Dan Syariat Islam
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sangat memperhatikan aspek perlindungan anak dari berbagai bentuk pelecehan dan
penelataran. Syariat juga menetapkan mekanisme untuk mencegah berbagai
interaksi yang mengarah pada tindak kekerasan atau menyakiti secara fisik dan
psikis. Tentunya, pelaksanaan terhadap aturan untuk mengatasi kekerasan tersebut
memerlukan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak dan kalangan. Institusi
keluarga menjadi garda terdepan dalam menanggulangi fenomena kekerasan
terhadap anak, diprlukan pula dukungan dari lembaga Pendidikan, institusi
keagamaan, media massa, dan lain sebagainya, sehingga semua pihak dapat
bersinergi dalan memecahkan masalah sosial yang krusial ini.
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This research is motivated by the development of technology in the digital
era which makes it easier to access the internet for all Indonesian people and sees
the large number of cases of violence against children in the online realm. At the
beginning of March 2023, UNICEF is implementing a program related to
preventing and responding to violence and sexual exploitation of children in the
online realm (OCSEA/ Online Child Sexual Exploitation and Abuse). This program
is motivated by the large number of children who access the internet and social
media, but many do not know the risks they face.

The focus of research on the efforts of the Trenggalek Regency Government
in handling Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) cases is: 1) How
is the SETARA-OCSEA program implemented in Trenggalek Regency?; 2) What
is the legal and social protection for cases of violence and sexual exploitation of
children in the online realm (OCSEA) in the Convention on Children's Rights and
Islamic Law?

Based on the research focus, the researcher used qualitative methods and
descriptive field research using an empirical data approach. The data collection
techniques used in this research are observations, in-depth interviews or
documentation review. Data analysis techniques use data reduction, data display,
and drawing conclusions and verification. To check the validity of the data, the
researcher used extended observation, triangulation and peer discussion.

The results of this research show that: 1) The implementation of the
SETARA-OCSEA program in Trenggalek Regency included training for
community facilitators, the Trenggalek children's community forum (FOKAT),
after the training they made a follow-up plan (RTL) for socialization related to
Ocean issues and there were also workshops for service providers in Trenggalek
Regency such as the P3A Service, Health Service, Police, LBH and related
agencies. 2) Legal protection for OCSEA cases is regulated through international
agreements, especially the Convention on the Rights of the Child. And Islamic
Sharia pays great attention to the aspect of protecting children from various forms
of abuse and neglect. Sharia also establishes mechanisms to prevent various
interactions that lead to acts of violence or physical and psychological harm. Of
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course, implementing the rules to overcome violence requires assistance and
cooperation from various parties and groups. Family institutions are at the forefront
in overcoming the phenomenon of violence against children. Support is also needed
from educational institutions, religious institutions, mass media, and so on, so that
all parties can work together in solving this crucial social problem.
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